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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari paparan diatas dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Keabsahan  Selarian (Londo Iha) dalam perkawinan adat di Desa Bala, 

Kecamatan Wera, Kabupaten Bima menurut Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. dijelaskan dalam pasal 6 Ayat (1,2 dan 3) Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang berbunyi: Ayat 

(1) Perkawinan harus atas persetujuan kedua mempelai. Butir 2: Seseorang 

yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat persetujuan 

kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan. 3) Jika salah satu 

orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan wasiatnya, cukup 

izin tersebut dalam ayat 2 bagian ini diperoleh dari orang tua yang masih 

hidup atau dari orang tua yang dapat menyatakan wasiatnya.   

2. Apa faktor yang melatarbelakangi Selarian (Londo Iha) dalam perkawinan 

adat di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. faktor yang melatar 

belakangi terjadinya kasus Selarian (Londo Iha) terhadap Masyarakat Desa 

Bala bukan atas dasar kemauan yang sebenarnya, tetapi menghendaki agar 

orang tua dan keluarganya menerima perkawinan itu dengan mengikuti 

hukum umum, perintah agama dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Namun karena faktor-faktor yang menghalangi sebuah pernikahan 

yang dimulai dengan pacaran atau pacaran, mereka memutuskan untuk 
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memulai pernikahannya dengan cara Selarian (Londo Iha).   

3. Prosedur pelaksanaan perkawinan Selarian (Londo Iha) di Desa Bala, 

Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Ketika terjadi kasus Selarian (Londo 

Iha), Tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat mengadakan rapat 

bersama untuk membahas perkawinan suka sama suka (Londo Iha) antara 

pemuda dan pemudi, khusus untuk memberitahukan kepada orang tua 

mereka, biasanya orang yang ditugaskan untuk melaporkan kejadian 

tersebut. Karakter ini dipilih dan biasanya dihormati oleh kedua orang tua, 

misalnya sepupu di kedua sisi atau bahkan paman di kedua sisi.  agar tidak 

terjadi kesalahpahaman antara kedua keluarga dan segeralah memilih 

cerminan yang baik dan dapat diterima.  

Permasalahan ketiga, Dari penjelasan tersebut maka sudah jelas bahwa 

perilaku yang kemudian terjadi pada masyarakat Desa Bala tersebut sudah jauh 

melenceng dari kehendak Undang-Undang  hal inilah yang kemudian harus 

sama-sama kita benahi karena pada hakikatnya kita sebagai warga Negara 

Indonesi harus taat akan aturan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-

Undang Dasar. 

B. Saran 

Dari pembahasan secara menyeluruh mengenai Selarian (Londo Iha) di 

Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima, adapun saran penulis, yaitu: 

Perlu adanya penyuluhan hukum secara teratur kepada masyarakat untuk 

meningkatkan pengetahuan hukum yang masih rendah khususnya yang 

berkaitan dengan tentang Selarian (Londo Iha) agar masyarakat memahami hal 
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tersebut khususnya di Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima, perlu 

adanya peran aktif dari pemerintah serta penerimaan masyarakat terhadap 

peraturan yang ditetapkan dengan mengadakan evaluasi terhadap masyarakat 

yang telah diberikan penyuluhan hukum. 
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